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BUPATI TANA TORAJApRovINsI $uLAtlrDsI suiarau
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR ,4 ,I.AHUN 
2015

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
DDNGAN RAHMAT TUTIAN YANG MAHA DSA. 

]SUPATI TANA TOTIAJA,

Iv{enimbang a. bahwa pengenclalian dan pengawasan terhadap
produksi, penjualan dan/atau penyajian minuman
beralkohol sangat penting artinya dalam rangka
memheril<an perlindrrngarr rlan rnenjaga l<esehatan
masyaral{at dari dampak burul< terhadap
penyalal-rgunaan minuman berall<ohol;

b. bahwa untuk menunjang keparirvisataan daerah,
peredaran Minurnan Beralkohol yang clijual oleh
pengecer maupun yang langsung diminum di tempat
wajib dilrenda'lil<an dan cl iarvasi;

c. bahu,a berdasarl<an l<etcntuan I'asal 7 peraturan

Presiden Nomor 7 4 tentang Pengendalian dan
Pengawasan Minuman Beralkohol, Bupati
menetapkan penjualan dan/ atau peredaian

minurnan beralkohol cli tempat tertentu dan
melal<ul<an pengendalian dan pengawasan terhadap
procl r-rl<si, peredaran dan penjualan minuman

berall<, rhol untuk l<ebutuhan adat istiadat dan

upacara keagamaan;

d.bahr,r'a berdasarkan pefiimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, I uruf b, dan huruf c, perlu

menetapl<an Peraturan Bupati tentang Pengendalian

clan Pengat,asan lllin uman 3eralkohol;
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Mengingat
1 Undang-Undang Darurat Nomor

tentang pen6Jusutan, penuntutan,
Tindak pidana Eko

Indonesia Tahrrn

7 Tahun 19Ss

dan peradilan
nomi ( Lembaran Negara Republik

1955 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor gO1}
sebagaimana telah berapa kali diubah tera_ldrir dengan

IJndang-Undang

Negara Republik

55, Tambahan
Lembaran Negara. Republil< Inclonesia Nomor 2966);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Peml-rentr-rkan Daerah-Daeratr Tingkat II di Sula..vesi
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun l9S9
Nomor 74, Tantbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun lgg5 tentang
I(epabeanan (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan L€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah.
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2O06 (lrembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO9 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara

Re pnblik Indont'sia nomor 4661);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 36 13) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-IJnd61g Nomor 39 tahun 2OO7

(l,embaran Negara Republik Indnesia Tahun 2007

Nomor 105, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4755);

5. Undang-Undang Nomor B Tahun 1999 tentang

Perlindungan l(orrsrlmen (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nornor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Peraturan

Nomor 1

Indonesia

Pemerintah pengganti

Tahun 1971 (Lembaran

Tahun lg7l Nomor
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6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang
Kepariwisataan (lcmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Norror ll, Tambahan l.embaran Negara
Republil< Indonesia Nomor 4916);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang
Pernbentukan peraturan perunclang_undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OI2 tentang
Pangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol2 Nomor 227, Tambahal Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5360);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol4 tentang
Perdagangan (l-ernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 I'lomor 45, Tambahan Lembaran Negara

Repu blik Indonesia Nomor 55 12);

10. Undang-Undang Nomor il3 Tahun 2Ol4 tentang
Pemer:intahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa l<ali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58.,

Tambahan l,e mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor '79 Tahun 2005 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan f)aerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Neg:rra Republil< Indonesia Nomor 4592);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1O2 Tahun 2014

tentang Standardisasi (kmbaran Negara Republik



Indonesia Nomor 1999, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4020);
13. Peratrrran presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang

Penge,rdalian dan pengawasan Minuman Beralkohol
(Lernbara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 190);

14. Peraturaa Menteri percagangan Nomor 2O/M_
DAc/PER/4/2014 tentang pengendalian dan
Pengawasan TerharJap pe .-rgadaan, peredaran, dan
Penjualar-r Minuman Beralkohol, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan
Menteri Perdagar:gan Nomor 06 / M_DAA / pER/ 1 /20 1 5
tentang Perubahan I(edua Atas peraturan Menteri

4-

Perdagangan Nomor 20 / M_DAG / pFlR I 4 / 20 t4 tentang
Pengendalian dan pengawasan Terhadap pengadaan,

Peredaran, d an penjualan Mjn uman Berall<ohol;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3

Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan Daerah
Yang Menjadi Kewenangan pemerintahan Daerah
Kabupaten Tana Toraja (l,embaran Daerah Kabupaten
Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8
Tahun 201 1 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

(kmbaran Daerah Kabupaten Tana Tora.ia Tahun

201 1 Nomor O8);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PDNGENDALIAN

DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

I{ETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.

Menetapkan
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2. Pemerintahan daerah adalah
urusan pemerintahan oleh pe
dan Der.van penvakilan Ralcyat
asas o

penyelenggaraan

merintah Daerah
Daerah menurut

prinsip
tonomi dan tugas pembaltuan dengan
otonomi selu as_luasnya dalam sistem

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Menteri adaiah Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemenntahan di bidang perdagangan.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yarrg
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

5. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
6. Satuan l(erja perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat SKpD adalah Satuan Keq.a
Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan

Daerah Kabupaten Tana Toraja.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Keq.a

Perangkat l)aerah Kabupaten Tana Toraja yang
menyelenggarakan Urusan pemerintahan

Daerah di bidang perdagangan.

8. Minuman beralkohol adatah minuman yans
mengandung ctil alkohol atau etanol (C2HSOH)

yang diproses dari bahan hasil pertanian yang

mengandung karbohidrat dengan cara

felrnentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa

destilasi.

9. Minuman Beralkohol Tradisional adalah

minuman beralhohol yang dibuat secara

tradisional dan turun temurun yang dikemas

secara sederha.na dan pemlluatann],a dilakukan

sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk
kebutuhan adat istiadat atau upacara adat.
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10. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya

disebut Pengecer adalah perusahaan yang

menjual llinuman Beralkohol kepada konsumen

akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang

telah ditentukan.

11. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk
diminum di tempat yang selanju.tnya disebut

Penjual Langsung adalah perusahaan yang

menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen

akhir untuk diminum langsung di tempat yang

telah ditentukan.

12. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk
oleh Produsen Minuman Beralkohol produk

dalam negerr' dan/ atau IT-MB produk asal

impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol

kepada pengecer dan penjual langsung melalui

Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
13. Sub Distributor adalah peru sahaan yang

dii;unjuk oleh Distributor untuk mengedarkan

Minuman Beralkohol produl< dalam negeri dan/
atau produk asal impor l<epada pengecer dan
penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.

14. Hotel, Restoran, Bar adalah tempat sebagaimana

ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
15. Surat lzin Usaha Perdagangan Minuman

Berall<ohol yang selanjutnya disingl<at SIUP-MB
ada'lah surat izin untr_rk dapat melaksanakan
kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman
Beralkohol.

16. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol
golongan A yang selanjutnya disebut SKp-A
adalah Slrrat Keterangan nntuk pengecer

Minuman Beralkohol golongan A.

17. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman
Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut
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SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual

Langsung Mirrurnan Beralkohol golongan A.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah:

a. menata clan mengendalikan pengadaan,

peredaran-, dan. penjualan minuman beralkohol:.

b. mengawasi pengadaan, peredaran, dan penjualan

minuman beralkohol dalam menunjang
pertumbuhan kepariwisataan; dan

c. menunjang kepariwisataan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujr ran untuk:
a. menertibkan pengadaan, peredaran dan- penjualan

minuman beralkohol;

b. menertibkan penjualan minuman beralkohol pada

kawasan /lokasi/objek wisata; dan

c. meningkatkan perekonomian rnasyarakat dalam
peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.

BAB III
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 4

(1) Bupati melaksanakan pengendalian dan
pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan
penju alan miriuman berall<ohol di daerah sestrai
kewenanganrrya.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksana-kan untuk mengendalikan dan
mengontrol kegiatan yang mencakup pendataan,
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pcnelitian dan pemantauan produksi dan
peredarannya.

(3) Pengarvasan sebagaimana dinraksud pada ayat (1)

dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaannya

sesuai peraturan perundang-undangan yErng

berlal<u.

pasal 5
(1) Pengendalian dan pengawasan Minuman

Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
meliputi:

a. pengadaan:

b. peredaran; dan

c. penjualan.

(2) l']engendalian dan pengarvasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (i) dilaksa.nakan melalui
pemberian izin.

pasal 6

(1) Selain Pengendalian dan pengawasan

sebagaimana dimaksud dalam pasal S, Bupati
sesuai kewenangannya memberikan izin tempat
penjualan minuman berlakohol.

(2) Pemberian izin Tempat penjualan Minuman
Beralkohol dikenakan retribusi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) I(etentuan mengenai Retribusi lzin Tempat
Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Daerah.

Pasal 7

Minuman Beralkohol terdiri dari :

a. Minuman Beralkohol yang berasal d ari produksi
dalam negeri; atau

b. Mir uman beralkohol yang berasal dari import.
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Bagian Kedua

Kerl'a Sama

pasal 8

(l) Bupati sesuai kewenangannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 Pasal 6 dapat melakukan

kerja sama dengan Asosiasi dan/atau Kamar

Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten.

(2) Asosiasi dan,/atau KADIN Kabupaten sebagaimana

dimaksucl pada ayat (1) bertindak sebagai

koordinator dan pengawas peredaran dan
penjualan minuman Beralkohol.

(3) Kerja saina sebagaimana dimaksud pada a5rat (1)

ditandatangani oleh Bupati dan I(etua Asosiasi

atau KADIN I(abupaten.

BAB IV

STANDAR MUTU DAN LABEL

Pasal 9

Minuman Beralkohol s€bagairnsl2 dimaksud dalam
Pasal 7 haru s memenuhi:

a. standar mutu produksi; dan

b. standar keamanan dan mutu pengan.

Pasal 10

Minurr. an Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 yang akan diedarkan atau dijual wajib
dicantumkan label sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-unda:rgan di bidang pangan.

BAF. V

PENOELOMPOKAN, JENIS ATAU PRODUK

Pasal 1l
Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 dikelompokkan dalam golongan sebagai
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berikut:

a. Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman

yang rnengandung etil alkohoi atau etanol

(C2HSOH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima

perseratus);

b. Minuman Belall<ohol golongan B adalah minuman

yang mengandung etil alkohol atau etanol

(C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5olo (lima

perseratus) sampai dengan 2O9/o (dua puluh

perseratus); dan

c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman

yang mengandung etil alkoho! ataLl etanol

(C2HSOH) dengan kadar lebih dari 2OYo (C.ta

puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh

lima perseratus).

Pasal 12

(1) Jenis atau produk minuman beralkohol golongan

A. golongan B, dan golongan C sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Menteri.

(2) Jenis atau produk Minuman Beralkohol

sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran I yan6 merupakan bagian tidak

terpisahl<an dari Peratrrran Bupati ini.
(3) Jenis atau produk Minuman Beralkohol yang

dapat diirnpor dan diperdagangkan di dalarn negeri

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ln1

BAB VI

PENDISTRIBUSIAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN

Pasal 13

(1) Pendistrihusian Minuman Beralkohol

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan
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sebagai berikut :

a. distributor hanya dapat mendistribusikan

Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor

yang dituniuk; dan

b. Sub Distributor hanya dapat mendistribusikan

Minuman Beralkohol kepada pengecer

dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk.

(2) Dalam hal distributor tidak menunjuk Sub

Distributor, Distributor dapat mendistribusikan

Minuman Beralkohol kepada pengecer dan/atau

Penjual Langsung yang ditunjuk.

(3) Pengecer dan penjual langsung sebagaimana

dimaksud padaayat (1) hurufb dan ayat (2)hanya

dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol

yang berasal dari Distributor atau Sub

Distributor.

(4) Khusus untuk penjual Minuman Beralkohol

golongan A, Distributor atau Sub Distributor w4jib

trertanggung ja'vab terhadap pengecef atau
penjual langsung yang ditunjuk-

Pasal 14

(1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk dimihum
langsung ditempat hanya dapat dijual di :

a. Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang
kepariwisa taan; dan

b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan lebih
lanjrrt dsngsm Keputusan Bupati.

(2) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran

hanya dapat dijr.r al oleh pengecer, pada :

a. Superrnarket;

b. Hypermarket; dan

c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan lebih

lanjut dengan Keputusan Bupati .

(3) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud
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pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c

mempunyai luas lantai penjualan paling sedikit 12

m2 (dua belas meter bujur sangkar).

Pase l 15

Penjualan Minrrman Beralkohol sebagaimana

dimaksud dalarn Pasal 14 hanya dapat diberikan
kepada konsumen yang telah bernsia 2 1 (dua puluh
satu) tahun atau lebih dengan menunjukan kartu
identitas kepada petugas/pramuniaga.

Pasal 16

(1) Pengecer sebagaimana dimaksud rlalam pasal 13

ayat (3) wajib menempatkan Minuman Beralkohol
pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak
bersamaan dengan produk lain.

(2) Pengecer berkewajiban melarang pembeli
Minuman Beralkohol meminum langsung dilokasi
penjualan.

(3) Pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen
hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

BAB VII

PERMOHONAN SIUP.MB

Pasal 17

(1) Setiap perusahaan yang bertindak sebagai
Pengecer atarl penjual langsung yang

, memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan
B dan golongan C wajib memiliki SIUP_MB.

(2) SIUP-MB yang dimiliki perusahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk
memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan
A.

(3) Pengecer yang hanya menjual Minuman
Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL_A.
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(4) Penjual langsung yang hanya menjual Minuman

Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPLA.

Pasal 18

(1) Bupati sesuai kewenangannya:

a. menerbitkan SIUP-MB untuk pengecer dan
penjual langsung di Daerah; dan

b. membe-.'ikan rekomendasi untuk penerbitan

SI(P-A dan SKPL-A.

(2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berlaku untuk satu gerai atau outlet.

(3) Format SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
PeratLlran Bupati ini.

pasal 19

(1) Permohonan SIUP-MB untuk pengecer atau
Penjual I-angsung Minuman Beralkohol
sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat {l}
disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKpD.

(2) Permohonan SIUP-MB untuk pengecer atau
Penjual Langsung hanya dapat dilakukan oleh
perusahaan yang berbentuk badan hukum,
pelseorangan atau persekutuan dengan
melampirkan dokumen persyaratan dan
menunjukkan asli :

a. fotokopi akta pendirian perseroan Terbatas dan
pengesahan badan hukum dari pejabat yang
berwenang dan akta perubahan fiika
perusahaan pemohon berbentuk perseroan

terbatas);

b. surat pentrnjukan dari Distributor atau Sub
Distributor sebagai pengecer atalt penjual
langsr.r ng;

c. fotol<opi perizinan teknik dari instansi yang
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berwenang;

d. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

f. fotol<opi Nomor Pokok Wajib Paiak (NPWP);

g. fotol<opi Kartu Tanda Pendudttk (KTP)

penanggung jawab peru sahaan;

h. pas foto penanggung jawab perusahaan ukuran

3X4 beru'arna 2 (dua) lembar;

i. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena

Cukai (IIPPBKC), bagr pemsahaan yang

memperpanjang SIUP-MB; dan

j. surat rekomendasi penjualan minuman

beralkohol dari Asosiasi atau KADIN.

(3) Permohonan SKP-A dan SKPLA kepada Menteri

dil rkukan sctelah mendapat rekomendasi dari

Bupati.

Pasal 20

(1) Bupati menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima)

hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat

Permohonan secara lengkap dan benar.

(2) Dalam hal surat permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar,

Bupati menyampaikan pemberitahuan secara

tertulis paling lama 3 (tiga) hari keq'a terhitung

sejak tanggal diterimanya surat permohonan

kepada perusahaan ]'ang bersangkutan disertai

alasannya.

(3) Proses penerbitan SIUP-MB tidak dipungut biaya.

BAB VIII

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PERUBAHAN

DATA/INFORMASI

Pasal 2l
berlaku sesuai(1) SrUP-MB dengan surat
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penunjukan, dengan jangka waktu paling lama
3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Perpanjangan SIUp-MB sebagaimana dimaksutl
pada ayat ( 1):

a. dilakukan paling la_ma satrl bulan sebelum.
masa berlakunya berakhir; dan

b. mengembalikan asli SIUP-IVIB kepada pejabat
penerbit.

pasal 22

Pengecer dan penjual langsung yang mengalami
perubalran data dan/atau informasi yang tercantum
pada SIUP-MB, wajib mengganti SIUP-MB dengan
melampirkan dokurnen data pendukung perubahan.

BAB X

PE}ryIMPANAN

Pasal 23

(1) Minuman beralkohol dimasukan atau disimpal
pada tempat penyimpanan atau gudalg.

(2) Temtrtat penyimpanan Minuman Beralkohol
sebagaimana dimaksnd pada ayat (1), harus
terpisah Cen gan baralg-barang.

Pasal 24

(1) Pemasukan dan penyimpanan Minuman

beralkohol l<e atau dari tempat penyimpanan atau
gudang sebagaimana dimaksud pada Pasal 23,

harus fercatat pada kartu data peyimpanan.

(2) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), paling sedikit memuat :

a. jumlah;

b. jenis;

c. rnerek; dan

d. tanggal pemasukan barang ke gudang dan
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asalnya.

(3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2\, wajib diperlihatkan
kepada petugas pengawas pada saat pemeriksaan.

BAB XI

TIM PENGAWASAN TERPADU

Pasal 25

Pengendalian dan pengawasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan terhadap
Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan penjual

Langsung.

pasal 26

(1) Pergendalian dan pengawasan sebagaimana

dimal<sud dalam Pasal 25 dilakukan dengan
membentuk Tim Terpadu.

(2) Tim Terpadu sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) terditi dari unsur-unsur:
a. SKPD yarrg tugas dan tanggung jawabnya di

bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
b. SKPD yang tugas dan tanggllng jawabnya di

bidang kcsrehatan;

c. SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang pariwisata;

d. SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya.di
bidang keamanan dan ketertiban;

e. SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang perizinan;

f. Balai Pengawasan Obat dan Makanan sesuai
wilayah ker;anya; dan

g. SKPD dan/atau Instansi terkait lainnya.
(3) Tim terpadu sebagaimana dimaksucl pada ayat (2)

diketuai oleh Kepala SKpD yang tugas dan
tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
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(a) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Tim Terpadu dapat

mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai

unsur pendu kung.

(5) Bupati menghoordinasikan pelaksanaan

pengawasan peredaran dan penjualan Minuman

Beralkohol yang dilakukan oleh Tim Terpadu.

(6) Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(7) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan I(eputusan Bupati.

Pasal 27

Dalam hd diperlukan atau diperoleh informasi

peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang

tidak sesuai dengan ketentllan pe!'a.tllran perundang-

undangan, Kepala SKPD secara sendiri-sendiri atau

bersama melakukan pengawasan peredaran Cen

penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 28

(1) Pe:rgecer cian penjual langsung minuman

beralkohol golongan B, dan golongan C wajib
menyampaikan laporan realisasi penjualan

Minuman Beralkohol kepada Bupati atau pejabat

yang ditunluk.
(2) Format laporan pengadaan dan realisasi peredaran

Minuman Beralkohol dan Laporan realisasi
penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran IV yang merupal<aa bagian tidak
terpisahkan dari Peratu ran Bupati ini.

Pasal 29

Bupati, pejabat yang ditunjuk, atau pejabat penerbit

SIUP-MB dapat meminta data dan informasi mengenai
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kegiatan pengadaan, pendistribusian, dan/atau

penjualan Minuman Beralkohol kepada Distributor,

Sub Distributor, pengecer, dan penjual langsung.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 30

Setiap orang dilarang membawa Minuman Beralkehol

dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk

dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu

milliliter) perorangan dengan isi kemasan tidak

kurang dari 180 ml (seratu delapan puluh mililiter).

Pasal 3 1

Pengecer atau penjual langsung dilarang

memperdagangkan Minurrran Beralkohol di lokasi

atau tempat yang berdekatan dengan:

a. gelanggang remaja, kald lima, terminal, stasiun,

kios-kios kecil, penginapan rernaja, dan bumi
perkemahan;

b. tempat ibadah, sekolah, rumalt sakit; dan
c. tempat tertentu lainnya J/ang ditetapkan

oleh Bupati, dengan memperhatikan kondisi
daerah masing-masing.

Distributor dan

memperdagangkan

kepada konsumen.

Pasal 32

Sub Distributor
langsung Minuman

dilarang
Beralkohol

pasal 33

Penjual langsung, dan pengecer dilarang
mengildankan Minuman Beralkohol dalam media
massa apapun.
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Pasal 34

(1) Setiap orang dilarang mendistribusikan dan/atau

memperdagangkan minuman beralkohol tanpa

izi''t sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(2) Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau

memperdagarigkan M-numan Beralkohol yang

tidak dilengkapi dengan penzinan sebagaimana

diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

S.q.NKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

(1) Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

dikenakan sanksi administratif berupa.

pencabutan SIUP-MB, dan/atau izin teknis.

(2) Pengecer vamg melanggar ketentuan sebagimana

dimal<sud dalam Pasat 16 dikenakan sanksi

administratif berupa pencabutan SIUP-MB.

(3) Pencabutern SIUP-MB, dan/atau izin teknis
sebagimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2)

dilakukan setelah sebagairnana tertulis paling
lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 36

(1) Pengecer, dan penjual langsung yarg
memperdagangkan Minuman Beralkohol tidak
memiliki SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi administratif
bempa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis.

(2) Pengecer dan penjual langsung yang menjual
langsung Minuman Beralkohol golongan A tidak
memiliki SKP-A ataLr SKPL-A sebagaimana.

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat 14)

dikenakan sanksi administratif berupa
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pencabutan lzin Tempat Penjualan Minuman

Beralkohol, SIUP-MB, atau izin teknis.

Pasal 37

(1) Pengecer dan penjual langsung yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

dikenai sanksi administratif berupa pencabutan

SIUP.MB.

(2) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan

peringatan tertulis paling lama 14 (empat belas)

hari ke{a.

Pasal 38

Pengecer atau penjual langsung yang

memperdagangkan mimunan Beralkohol di lokasi

sebagaimana dinraksud dalam Pasal 31 dikenakan
sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB

dan/atau izin teknis.

pasal 39

Penjual langsung, dan pengecer yang mengiklankan
Minuman Beralkohol dalam media massa apapun
sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dikenakan
sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB,
dan/ atau izin teknis.

Pasal 40

(1) Setiap orang peroran gafl yang mendistribusikan
dar / atau memperdagangkan Minuman Beralkohol
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-ur rdangan.

(2) Badan usaha yang mendistribusilcan dan/atau
memperdagangkan Mir uman Beralkohol tidak
dilengkapi dengan perizinan sebagaimana

dimaksud daiam Pasal 34 ayat (2) dikenakan



-2t -

sanksi adminstratif berupa pencabutan SIUP

dan/ atau izin teknis.

Pasal 41

(l) Pengecer atau penjual langsung yang melanggar

ketentuan sebagaimar.''.a diraaksud dalam Pasal 28

dikenal<al sanksi administratif berupa

pencabutan SIUP-MB oleh Bupati atau pejabat

penerbit.

(2) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan

peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB XIV

KO1ENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku SIUp-

MB yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan

Bupati in:i dinyatakan tetap berlaku sampai dengan

berakt-irn5'a masa berlaku SIUP-MB.

Pasal 43

Pengecer atau Penjual Lanl lsung Minuman Beralkohol
golongan A rvajib memiliki Izin Tempat penjualan

Minuman Beraikohol, SIUP-MB, berdasarkan
ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling Iambat 6

(enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala

ketentuan yang berlaku yang bertentangan dengan

Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR.34.. TAHUN 2015
TENTIiNG PEIIGENDALTAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
GOLONGAN A, GOLONGAN B, DAN GOLONGAN C

Golongan B
Shandy, I\{inuman
ringan beralkohol,
Bir/Beer, l,arger, Ale, Bir
hitam/Stout, Lorv
Alcohol Wine, Minuman
beralkohol berkarbonasi
dan Anggur Brem Ba-li.

Reduced Alcohol Wine,
Anggur/\/y'i1s, Minuman
Fermentasi
Pancar/Sparkling
Wine/Champagne,
Cac bonated Wine,
Koktail Anggur/Wine
Coktail, Anggur Tonikum
Kinina/Quinine Tonic
Wine, Meat lVine atar r

Beef Wine, Iv1alt Wine,
Anggur Buah/Fruit
lVine,Anggur Bual
Apel/Cider, Anggur Sari
Buah Pir/Perry, Anggur
Beras/Sake/Rice Wine,
Anggur Sari
Sayuran /Vegetable
Wine, Honey
Wine/Mead, Koktail
Anggur/Wine Cocktail,
TUak/Toddy, Anggur
Brem Bali, Minuman
Beralkohol Beraroma,
Beras Kencur, dan
Anggur Gin seng.

PJ. BUPATITANATORAJA,

Golongan A
Koktail Anggur/Wine
Cocktail,
Brendi/Brandy, Brendi
Buah/Fruit Brandy,
Wiski/Whiskies, Rum,
Gin, Geneva, Vodka,
Sopi Manis/Liquerus,
Cordial/Cordials,
Samsu/Medicated
.Samsu/Arak /Arrack,
Cognac, Tequila, dan
Aperitif.

Golongan C

Drs . JUFRI RAHMAN, M.Si
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Peratu ian Bupati

diundangkan.

Pasal 45

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang meng( tahuinya, mernerintahkan

pengundangan Peraturan Bupali ini dengan

pencmpatannya dalam B:rita Daerah Kabupaten

Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

Pada tanggal 5 Drsenbor 2O'15

H. BUPATI TANA TORA.'A ,

Drs. JUFRI RAFIMAN, M.Si

Diundangkan di Makale

pada tanggal 5 Dcaenber 2O1!

SEKRE DAERAH

KAE}U N TANA TORAJA,

S KAROMA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2015 NOMOR .,..+



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TAI.{A TORA.]A
NOMOR .11*... TAHUN 2015
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALI(OHOL

JENIS ATAU PRODUI( MINUMAN BERALI(OHOL YANG DAPAT DIIMPOR

DAN DIPERDAGANGIGN DI DALAIVI NEGERI

NOMOR }IS UIRA]AN BARANG
22.O3 Bir terbuat dari malt
2203.00.10.00 Bir hitam dan Porter

Lain-lain, termasuk ale
Minuman fermentasi dari buah anggur segar, termasuk
minuman fermentasi yang diperkuat ; Grape must selain dari
pos 20.09
Minuman fermen tasi pancar

Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur
segar yang diberi rasa dengan zat nabatt atau zat beratoma.
Dalam kemasan 2 litcr atau kurang
Dengan lcadar all(

2203.00.90.00

2204. 10.00.00

22.O4

lairrnya; Grape must yang fermentasinya
dicegah atau d'ihentilran dengan penambahan alkohol:
Dalam kemasan 2liter atau kuran

Minuman fermentasi

2204.21

Dengan kadar alkohol tidak melebihi lsyc menurut

o/Den k da fa a hl<o Io m eI Ib Ih 1gan 5 em un rLI t o mu nya

Minuman fermentasi :

volrrmenya
2204.21 .t1 .OO

2204.21.t2.OO
rape mlrst 1,arrg fermentasinya d icegah atau dihentikan

melebihi l5o/" menurut

G

Dengan kadar alkohol tidak
volumenya

dengan penambahan all<ohol :

2204.27.21.OO

2204.21.22.OO
2204.29 Lain-lain

enD l( dara nI e behoalko I h 1 51 mo/ogan ne nru vot Ium nya

2204.29.t2.OO

2204.29.21.Oo

2204.29.22.OO
2204.30
2204.tO.OO

2204.30.22

2204.29.t1.OO

yaDen ka ad r a l(o oh mgan e eb h em n ru u t o mu ne

tia rda a ok ho d l<e efn e hb 51 o/o nme ruu t

5o/oenD k daa r a k ho o 1ne e 1h 1bgan em nu tru Ivo mu ne ya
Grape must yang ferrnentasinya dicegah atau dihentikan

Dengan kadar Ialko 1 o dti ak me b1e hI 51 o/o menu tru

Dengan l<a<lar alkohol tidak melebihi lSVo menurut

enD ka ed r 1<ai ho o mc eb hgan 5I /o men ru l.u Io um ne ya

Grape must lainnya :

volumenya

Minuman fermentasi

dengan penambahan alkohol:

volumenya

Dengan l<

volumenya

2205. 10. 10.o0

22.O5

2205.10

volumenya
oliol tidal< melebihi 1 soh menurut



Dengan l<adar al'l<ohol melebil-ri I 57" menurut volumenYa

Lain-lainlr5'a
tidak melebihi l5o/o menurut

22.05.90.10.00 Dengan kadar alkohol
volumenya

2205.90.20.oo Dengan kadar all<ohol Inelebihi 1 57o menuru*. vo lumenya

22.06 Minuman fermentasi lainnYa (misalnya, ferrnentasi sari buah

apel, sari buah pir, larutan maclu dalam air); campuran

minltmanfermentasiyangtidakrnenganclungaikohol'tidak
dirinci atau tidal< termasuk dalam pos lainnya

Dengan kadar alkohol melebihi 467o menurut volumenya
Sopi Manis dan Cordial :

Dengan ar alkohcl tidal< melebihi 57o/o menurut
volumenya
Lain-lalin :

2205.10.20.00
220s.90

2206.00. 1cr.00

2206.00.20.c0
2206.00.30.00
2206.O0.40.00
2206.00.90.00

2208.20.10.00

2208.20.20.OO

2208.24.40.O0

22.O4

2208.20

termasu k fertnentasi larutan ma

Etil alkohol yang tid ak didenatura
lcurang dari 80% menurllt 'rolutnenya; Spirit, Sopi manis dan

Minuman beralkohol lai nnya.
Alkohol dipeloleh dari penyulingan minuman

Brendi dengan kadar alkohol tidak melebihi 467o menurut
volumenya
Brendi dengan l<ailar alkohol melebihi 46yo menurut
volumenya
Lain-lain, dengan kadar alkohol melebihi 469'o menurut
volumenSra.

)

Lain-lain,
S1 dengan kadar alkoirol

fe lrahubar1tan 1s srme pa Ie a,ndlrI au hne StaermF p
erasdr banam annum1naS ke ggu(

du d alam air

fermer::asi

Tuak
Shandy

anggur atau grape marc :

2204.30
2208.30.10.00

220a.30.20.oo
2209.40

2208.40.10.oo

2204.40.20.OA
2208.50
2208.50. io.oo

2208.50.20.oo
2208.60

Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46yo menurut
volumenya
Dengan kadar allcohol melebihi 467o menumt volumenya
Rum dan alkohol lainn5,61 yang di1 eroleh dengan pen
produl< g-rla tebu 5.ang diferrnen tasi :

ar alkol-rol tidal< melebihi 46,,/0 menurut

kohol nreleltihi 46%o rrrenurut tol

Dengan kadar alkotrol tidak
volumenya

melehihi 467" menrtrut volumenva
Vodka:

Den umenJiia

yulingan

Dengan kadar allcolrol

gan kadar a1

melebihi 460/o menurut

Dengan l<ad
volumenya

Gin dan Geneva :

Wiski:

2208.60.10.oo Dengan kadar alkohol
volumenya

tidal< melebihi 46Vo menurut

2208.60.20.00
2208.70
220a.70.10.oo

2208.90
2208.90.10.00 Samsu rrrenganciung obat ciengan i<adar ali<ohol ticiak



2208.90.20.oo
melebihi 407o menurut volumenya

Arak atau spirit sari buah nanas dengan kadar alkohol
melebihi 407o menurut volumenya
Bitter dan mi luman sernacamnya dengan kadar alkohol tidak
melebihi 57olo menurut volumenya

2208.90.30.00

2208.90.80.00 Lain-lain

I

U

PJ. BUPATI TANATORAJA,

Drs. JUFRI RAHMAN, M.Si

2208.90.40.OO

amsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 407o

Samsu jenis lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi
407o menurut volumenya
Samsu jenis lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 407o
nlenurut volumenya
Arak atau spirit sari buah nanas dengan kadar alkohol tidak
melebihi 407o menurut volumenya

2208.90.50.00

2208.90.6C).00

S

menurut volumenya

2208.90.7A.OO



LAMPIRAN III
PBNE'TUNAU BUPATI TANA TORAJA

NOMOR..3A. TAHUN 2015 ,,rarrrl,r^\r pr^par r{oHOI
TENTANG PENGENDALIO" OO" PENGAWASAII MTNUMAN BERALKOHOL

FORIVIAT SURAT IZIN USAHA PERDAGA

(SruP.IVIB)UNTUK PENGECER DAN PEN

PENGECER
KOP SURAT

PENGECER
Nomor'

Nama Perusah aan
Alarnat Kantor Peru sahaan

Nama Pemilik/Penanggung Jawab
Alamat Pemilik/ Penanggung Jawab
Nomor Pokok Wajib Pajak
Nila.i Modal dan I(ekayaan Bersih
Kegiatan Usaha
Kelembagaal
Bidang Usaha (sesuai KBLI 2009)
Jenis Minuman Beralkohol

NGAN MINUMAN ALKOHOL

JUALLANGSUNG SEBAGAI

No. Telp/Fax

: Perdagan gan Barang
: Pengecer, Penjual l,angsung

Di keluarkan
Pada Tan ggal
Berlaku s/d
a.n Bupati
Kepala Dinas,

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

(SIUP-MB) UNTUK PENGECER DAN PENJUAL LANGSUNG SEBAGAI

1

2

|>

4.
5.
6.

8.
9.
10.

11.

Golongan A
Go'longan B
Golongan C

SIUP-MB ini berlaku untuk melal<ukan kegiatan usaha perdagangan
Minuman Beralkolrol di wilayah......sesuai Surat Renunlut<an
sebagai....dari PT.... Nomor..... tanggal....,
SIUP-MII ini diberil<an dengan ketentuan sebagaimana tercantumdalarn halaman kedua :

12.

Tembusal;

I Diq'en Perdagangan Da.lam Negeri Kementerian perclagaagan2. Kadis....Irrovinsi...
3. Kadis....Kabupaten.....
4 . pertingrgal



surat Izin perdagangan Minurnan Beralkohol (Srup-MB) ini ditetapkan dengan

ketentuan seba gai berikut :

1. Berlal<u untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman

Beralkohol di rvilayah pemasaran-. Jrang sesuai Surat Penunjukan

dengan -'"" u"'i"f,' sebagaimana clitet.apl<an clalam SIUP-MB' 
'

2. perusahaan 
"n 

ajiurneniatalkan hegiatan usaha berdasarkan ketentuan

perttnclang-ttndu"g'" 
" 
1'^'g berlaku dan menlrampa-i1(a! laporan

Realisasi t'engadian ian Penyaluran minuman beralkohol setiap

triwrrlan tahun kalender berjalan kepada Bupati melalui Dinas

Perdagangan dan Perindustrian sebagai berikut :

a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret

b. 'l'ri',r'u1an ll disampail<an pada tanggal 30 Juni

c. Triwulan III disampaikan patla tanggal 30 September

d. Triwulan IV disampail<an pacla tanggal 31 Desember

3.Ferusahaarrwajibmemberitahtrkansetiapadaper.ubahanpada
penrsahaa-n,yangnrenyelrabkanSIUP-MBinitidaksesllajdengan
keaclaan perusahaan, kepada Br.Lpati atau Dinas Perdagangan dan

Perindustrian dan Kantor Pelayanarr Perizinan Terpadu
4. SIUP-lvlB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku

perjanjian tertulis dengan l{etentuan paling lama 3 (tiga) tahun
terhitung sejal< tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.

5. Perpanjangan SIUP-MB dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa
berlakunya berakhir.

Pj. BUP,A.Tr TAIYA TORAJA,

Drs. JUFRI RAHMAN, M.Si
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LAMPIRAN IV
PERATUR.{N BUPATI TANA TORAJA

NOMOR ..14.. TAHUN 2015 r.,6,o^r ?.'r-rnT
TENTANG PT'NGENDALIO* OON PENGA\i/ ASAN MINUMAN BERALKOHOL

FORMAT LAPORAN REALISASI PENJUAI'AN

PENGECER DAN PEIIJU
MINT'MAN BERALI(OHOL UNTUK

AL LANGSUNG

KOP PERUSAHAAN
201

Nomor
Lampiran
Perihal

Triwulan
Tahun

I. KETERANGANUMUM

Nama Perusaha an
Alanaat Perusahaan
Nomor Telp
Nomor Fax
Nomor dan Tgl. SIUP-MB
Jenis Perusahaan

II. REALISASI PENGADAAN

Jenis Minuman
Beralkohol

III. REALISASI PENYALURAN

I(epada Yth,
Kepada Dinas
Di

Tempat

v

Jenis Mirruman
Beralkohol

No
Dalam Ne r1 Im r

Jumlah Jumlah
ter Asal Negara

Gol A

Gol R

Gol C

I
1

II
1

ilI
1

No Nama Perusahaan Volume/liter
I Gol A
1

II Gol B
1

m Gol C
1
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PJ. BUPATITANATORAJA,

Drs JUFRI RAHMAN; M.Si
/

Tembusan:
1. Diqien Perdagangan Dalam Negeri Kementerian, perdagangan
2. Gubernur Sulawesi Selatan
3. Bupati

20t

Demikian ln1 karni apabila
tidaktemyeta kami

sanksi
berlaku.

tbua dketerangan se danengan benamya,
dikemudian Ernh benar maka bersedia enm enma

ses eduan ketentuanngan ran drun anperatu dunpe c- angan yar,E

Tanda Tangan Penanggung Jawab
Nama Penanggung Jawab
Jabatan
Cap Perusahaan


